
 

 
 

 
 
 

BUPATI GARUT 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 75 TAHUN 2016 

TENTANG 

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Garut, maka perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja 
Staf Ahli Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Garut; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1968         
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5879); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia     

Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut              
Tahun 2016 Nomor 9); 

15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut       

Tahun 2016 Nomor 27); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Garut.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.  

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.  

9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.  

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.  

11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.  

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.  

13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Garut.  

14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 

Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.  

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Garut dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

(2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara 
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

(3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
bersifat konsultasi dan koordinasi. 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Staf Ahli Bupati terdiri dari: 

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan 

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB III 

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  

Bagian Kesatu 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 

Pasal 4 

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politikmempunyai tugas 
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis, pengkajian dan 

penelaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan, Hukum dan 
Politik. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli 

Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi: 

a. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis, pengkajian atas 

penyelenggaraan dan permasalahan di Bidang Pemerintahan, hukum dan 
politik; 

b. pemberian telaahan dalam Bidang Pemerintahan, hukum dan politik; 

c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)                 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan bidangnya 

dalam rangka pemberian telaahan kebijakan dalam Bidang Pemerintahan, 
hukum dan politik; 

d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka 
memberikan alternatif pemecahan masalah dalam Bidang Pemerintahan, 

hukum dan politik; dan 

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

(3) Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik adalah 

sebagai berikut: 

a. pengkajian dan penelaahan terhadap urusan pemerintahan meliputi:  

1. bidang pertanahan; 

2. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

3. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

4. bidang statistik; 

5. bidang kearsipan; 
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6. bidang perpustakaan; dan 

7. bidang komunikasi dan informatika. 

b. pengkajian kebijakan, pengembangan kapasitas, pembinaan dan 

pengendalian serta monitoring dan evaluasi perangkat daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

rangka pengkajian dan penelaahan; 

d. pemberian saran dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang 

pelaksanaan otonomi daerah; 

e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan 
dan otonomi daerah; 

f. penelaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum dan politik; 

g. pengkajian dan penelaahan permasalahan pemerintahan, hukum dan 

politik dalam semua bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan 
Pemerintah Daerah; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dalam rangka pengkajian dan penelaahan; 

i. pemberian saran dan pertimbangan dalam bidang kesatuan bangsa dan 
politik dalam negeri;  

j. pelaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang hukum dan 
politik; 

k. pelaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan 
strategisdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang 

pemerintahan, hukum dan politik; 

l. pemberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, 

hukum dan politik; 

m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan 

Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum dan 
politik; dan 

n. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 

Pasal 5 

(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas 
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis, pengkajian dan 

penelaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan 

pembangunan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli 

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis, pengkajian atas 

penyelenggaraan dan permasalahan di bidang ekonomi, keuangan dan 
pembangunan; 
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b. pemberian telaahan dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; 

c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)                 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan bidangnya 

dalam rangka pemberian telaahan kebijakan dalam bidang ekonomi, 
keuangan dan pembangunan; 

d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka 
memberikan alternatif pemecahan masalah dalam bidang ekonomi, 
keuangan dan pembangunan;dan 

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati 

(3) Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan adalah 

sebagai berikut: 

a. pengkajian dan penelaahan terhadap urusan pemerintahan meliputi: 

1. bidang perkerjaan umum dan penataan ruang; 

2. bidang perencanaan; 

3. bidang perhubungan; 

4. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

5. bidang lingkungan hidup; 

6. bidang pertanian  

7. bidang pangan; 

8. bidang energi dan sumber daya mineral; 

9. bidang kelautan dan perikanan. 

10. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 

11. bidang penanaman modal; 

12. bidang perdagangan; dan 

13. bidang perindustrian. 

b. pengkajian kebijakan, pengembangan kapasitas, pembinaan dan 

pengendalian serta monitoring dan evaluasi perangkat daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 
rangka pengkajian dan penelaahan; 

d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam urusan 
pemerintahan Kabupaten Garut yang menjadi tugas staf ahli bidang 

ekonomi, keuangan dan pembangunan guna menetapkan kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan;  

e. pelaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, 
keuangan dan pembangunan; 

f. pelaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan 
strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang 

ekonomi, keuangan dan pembangunan; 

g. pemberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, keuangan 
dan pembangunan; 

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan 

Kabupaten Garut bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;dan 

i. pelaksanakantugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Bagian Ketiga 

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

Pasal 6 

(1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai 
tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis, pengkajian dan 

telaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber 

daya manusia. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli 

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: 

a. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis, pengkajian atas 

penyelenggaraan dan permasalahan di bidang kemasyarakatan dan sumber 
daya manusia; 

b. pemberian telaahan dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya 

manusia; 

c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah                

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan bidangnya 
dalam rangka pemberian telaahan kebijakan dalam Bidang 

Kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka 
memberikan alternatif pemecahan masalah dalam Bidang Kemasyarakatan 

dan sumber daya manusia;dan 

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

(3) Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 
adalah sebagai berikut: 

a. pengkajian dan penelaahan terhadap urusan pemerintahan meliputi: 

1. bidang pendidikan; 

2. bidang kesehatan 

3. bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak; 

4. bidang sosial 

5. bidang tenaga kerja; 

6. bidang transmigrasi; 

7. bidang kebudayaan;  

8. bidang pariwisata; 

9. bidang kepemudaan dan olahraga; 

10. bidang kepegawaian. 

b. pengkajian kebijakan, pengembangan kapasitas, pembinaan dan 
pengendalian serta monitoring dan evaluasi perangkat daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 
rangka pengkajian dan penelaahan; 

d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam urusan 

pemerintahan Kabupaten Garut yang menjadi tugas Staf Ahli bidang 
kemasyarakatan dan sumber daya manusia guna menetapkan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan; dan 
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e. pelaporanhasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan 

Kabupaten Garut yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan 
sumber daya manusia. 

f. pelaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis 
dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang 

kemasyarakatan dansumber daya manusia; 

g. pelaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan 
strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang 

kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

h. pemberikan telaahan dan pertimbangan kepada bupati mengenai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan 
sumber daya manusia; 

i. penyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; 

j. pelaksanakantugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati dapat dibantu oleh satu atau 

beberapa orang staf yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya 

mengenai masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya; 

b. berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau lembaga/instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah 
sesuai dengan bidangnya; 

c. menyampaikan laporan setiap hasil pengkajian atau penelaahan, baik diminta 

atau tidak diminta kepada Bupati; 

d. memberikan saran atau pertimbangan berdasarkan bidang tugasnya kepada 

Bupati. 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 9 

(1) Pengaturan mengenai kepegawaian, keuangan dan perlengkapan Staf Ahli 

Bupati disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri 

Sipil setelah mendapat pertimbangan dari Sekretaris Daerah. 
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BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

(1) Tunjangan jabatan Staf Ahli Bupati merupakan tunjangan struktural         
eselon IIb. 

(2) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.  

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 11 

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut 
Nomor 252 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati 
Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 48), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 
 pada tanggal 30 - 12 - 2016 

  B U P A T I  G A R U T, 

                                                                                             t t d      

 RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 30 - 12 - 2016  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

           t t d 

 I M A N  A L I R A H M A N 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2016 NOMOR 75 


